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Abstrak
 

Kompensasi merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK). Namun, hal tersebut sering kali diabaikan oleh pemberi kerja dengan berbagai alasan, salah satunya

PHK dengan alasan efisiensi yang diakibatkan menurunnya stabilitas keuangan perusahaan. Sebelumnya,

UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya dapat dilakukan apabila

perusahaan akan tutup secara permanen,namun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

pengaturan tentang efisiensi telah berubah, dimana bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada

pengusaha dalam mengelola PHK dengan alasan efisiensi. Pasca perubahan, tekananan ekonomi dan

perubahan strategis sering menjadi justifikasi untuk melakukan PHK dan mengakibatkan ketidaksetaraan

kedudukan pengusaha dan pekerja. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan tindakan PHK dengan alasan

efisiensi harus melalui pembuktian yang transparan dan objektif. Hal tersebut berimplikasi pada

dilanggarnya hak pekerja yang salah satunya dalam hal kompensasi. Atas dasar tersebut, penelitian ini

menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis menggunakan data hukum primer, sekunder, dan

tersier. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan menelaah regulasi ketenagakerjaan terkait PHK

secara khusus dengan alasan efisiensi.Simpulan dari penelitian ini, PHK dengan alasan efisiensi karena

kerugian menjadi alasan yang tidak dilarang. Penelitian bertujuan untuk memahami perubahan regulasi dan

dampaknya terhadap hak-hak pekerja, serta menganalisis bagaimana pengaturan kompensasi terhadap

kepentingan pekerja yang terkena PHK. Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk

perbaikan regulasi dan pelaksanaan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja di

Indonesia yang di PHK dengan alasan efisiensi.

......Compensation is a right that workers must receive when a Termination of Employment (PHK) occurs.

However, this is often ignored by employers for various reasons, one of which is efficiency due to the

decline in the company's financial stability. Previously, the Employment Law stated that layoffs for

efficiency reasons could only be carried out if the company was about to close permanently. However,

through Government Regulation Number 35 of 2021, regulations regarding efficiency have changed, which

aims to provide more flexibility to employers in managing layoffs. After change, economic pressure, market

competition, or strategic changes often become justifications for layoffs and result in unequal positions of

employers and workers. This has implications for violating workers' rights, one of which is in terms of

compensation. On this basis, this research uses a doctrinal approach by analyzing primary, secondary and

tertiary legal sources. This research focuses on analyzing and reviewing labor regulations related to layoffs

specifically for efficiency reasons due to company losses. The research aims to understand regulatory
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changes and their impact on workers' rights, as well as analyze how compensation arrangements affect the

interests of workers affected by layoffs. It is hoped that this research can provide recommendations for

improving regulations and fairer implementation for both parties. Thus, this research makes an important

contribution in efforts to improve welfare and justice for workers in Indonesia who are laid off for efficiency

reasons.


